
Pelayanan Penomoran Produk Hukum Daerah ( Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris 
Daerah)
No. SK : 748/UMUM-C/2023

Persyaratan

1. a. Perangkat Daerah / Pemrakarsa membawa produk hukum yang sudah di paraf koordinasi dan 

ditandatangani

2. b. Produk hukum adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ,Keputusan Bupati dan Keputusan Sekda

3. c. Identitas dan nomor kontak pemohon dicatat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Menyesuaikan dengan lamanya penyampaian salinan Produk Hukum kepada Bagian Hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data dan Informasi Hukum;

Pengaduan Layanan

Sekretariat Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Ketapang 78813 085391159911 

http://setda.ketapang.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Sekretariat Daerah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 20:02. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8286604/pemerintah-kab-ketapang/pelayanan--penomoran--produk--hukum--daerah---peraturan-daerah-peraturan------------bupati-keputusan-bupati-dan-keputusan-sekretaris-daerah


a.   Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1)     Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2)     Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3)     WA : 081345621258;

Online melalui website (www.setda.ketapangkab.go.id)
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